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Ungkapan Pribadi:

Sebagai pribadi yang aktif menggunakan media sosial dan menyaksikan secara
langsung bagaimana opini publik dapat terbentuk begitu cepat melalui dunia digital,
saya merasa prihatin terhadap fenomena pencemaran nama baik yang sering terjadi
tanpa disadari batas-batas hukumnya. Ketertarikan saya terhadap bidang hukum,
khususnya hukum pidana dan perkembangan teknologi informasi, mendorong saya
untuk memilih topik ini sebagai fokus penelitian. Saya ingin memahami secara
mendalam bagaimana unsur "supaya diketahui umum™ dalam tindak pidana
pencemaran nama baik melalui media elektronik diinterpretasikan dalam praktik
hukum, serta bagaimana perlindungan hukum dapat ditegakkan secara adil di
tengah derasnya arus informasi. Melalui skripsi ini, saya berharap dapat
berkontribusi dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat digital serta
memberikan gambaran yuridis yang komprehensif terhadap isu yang semakin
relevan ini.

Motto:

Langkah kecil hari ini adalah pondasi bagi perubahan hukum esok hari.



ABSTRAKSI

Nama : Muhammad Husein Murtadho

NIM 201810110311389

Judul > Analisis Yuridis Terhadap Unsur “Supaya Diketahui Umum”
Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media
Elektronik

Pembimbing : Ratri N. Erdianti, SH., MH.
Dr. Shinta Ayu P., SH., MH.

Perkembangan media sosial sebagai ruang komunikasi digital telah melahirkan
kompleksitas baru dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran
nama baik, khususnya setelah diberlakukannya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu isu utama adalah
ketiadaan unsur “supaya diketahui umum” dalam rumusan pasal tersebut, yang
sebelumnya menjadi unsur kunci dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP untuk
membedakan antara penghinaan privat dan publik. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis secara normatif relevansi unsur tersebut dalam pembuktian delik
pencemaran nama baik melalui media sosial dan menilai kekuatan hukumnya dalam
menentukan batas antara ruang privat dan publik. Metode penelitian yang
digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis preskriptif terhadap
norma, doktrin hukum pidana, dan karakteristik distribusi konten digital. Hasil
analisis menunjukkan bahwa unsur “supaya diketahui umum’ tetap menjadi syarat
penting dalam menilai intensi pelaku dan dampak sosial suatu perbuatan, meskipun
tidak dicantumkan secara eksplisit dalam UU ITE. Unsur ini berfungsi sebagai filter
normatif terhadap kemungkinan perluasan pemidanaan atas komunikasi yang
seharusnya bersifat privat. Pengabaian terhadap unsur ini berisiko merusak asas
legalitas dan menimbulkan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah dalam
masyarakat demokratis. Dengan demikian, perlu ada pembaruan norma maupun
pedoman tafsir agar unsur tersebut tetap digunakan secara konsisten dalam praktik
peradilan digital.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Supaya Diketahui Umum, UU ITE, Ruang
Privat, Hukum Pidana Digital
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ABSTRACTION

Name : Muhammad Husein Murtadho

NIM 201810110311389

Title : Analisis Yuridis Terhadap Unsur “Supaya Diketahui Umum”
Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media
Elektronik

Adviser : Ratri N. Erdianti, SH., MH.

Dr. Shinta Ayu P., SH., MH.

The rapid development of social media as a space for digital communication has
generated new complexities in the enforcement of criminal defamation law,
particularly following the enactment of Article 27 paragraph (3) of the Electronic
Information and Transactions Law (EIT Law). One central issue lies in the absence
of the phrase “so as to be known by the public,” which in Article 310 paragraph (1)
of the Indonesian Penal Code (KUHP) serves as a key element to distinguish private
insults from public defamation. This research normatively analyzes the relevance
of that element in proving defamation committed via social media and evaluates its
legal strength in defining the boundary between private and public spheres. A
normative legal research method was employed, with a prescriptive analysis of legal
norms, criminal law doctrine, and the characteristics of digital content distribution.
The findings indicate that the element “so as to be known by the public” remains
essential in assessing the perpetrator's intent and the social consequences of a
statement, even though it is not explicitly stated in the EIT Law. This element
functions as a normative filter that limits —excessive criminalization of
communications intended to remain private. Ignoring this element risks violating
the legality principle and enables the criminal prosecution of legitimate expressions
in democratic society. Accordingly, legal reform or interpretive guidelines are
necessary to ensure that this element is consistently applied in digital law
enforcement practices.

Keywords: Defamation, Public Knowledge, EIT Law, Private Sphere, Digital
Criminal Law
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